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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan data dan hasil tentang Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat

Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB) dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Penegakan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap pelaku tindak pidana
pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan membentuk Satuan
Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia maya, untuk melakukan
monitoring, surveilance terhadap akun, situs, blog, Media sosial yang
menyiarkan berita bohong dan melakukan counter, melakukan langkah
persuasif, melakukan pemblokiran dengan berkoordinasi dengan pihak
berwenang lainnya dan meluruskan dengan memberikan informasi yang
sebenarnya untuk menenangkan masyarakat dari berita bohong tersebut.
Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di
awali dengan adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana
penyebaran berita bohong, kemudian di terima oleh piket siaga reskrimsus,
kemudian piket menyerahkan kepada direkrimsus untuk didisposisikan
kepada tim cyber, setelah diterima oleh tim cyber maka tim cyber akan
melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut, setelah dilakukan

penyelidikan dan ditemukan fakta pelanggaran hukumnya maka
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selanjutnya akan dilakukan gelar perkara peningkatan status penyelidikan
menjadi penyidikan. Setelah itu dilakukan penyelidikan, pencarian saksi
dan alat bukti dan dikuatkan oleh keterangan ahli Bahasa, pidana, dan ITE.
Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terlapor. Setelah semua lengkap,
berlanjut dengan menaikan status terlapor menjadi tersangka, lalu
melakukan penangkapan dan penahanan. Setelah semua lengkap,
tersangka dan barang bukti akan dikirimkan ke kejaksaan untuk menunggu
persidangan. Upaya penegakan hukum sendiri terhadap pelaku tindak
pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat dilakukan
dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai upaya pemberian efek
jera dan peringatan kepada masyarakat lainnya bahwa perbuatan
penyebaran berita bohong merupakan perbuatan pidana yang dapat
diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang
berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai unsur pasal pelaku penyebaran
berita boohong, Pertama berita bohong harus mempunyai nilai subyek
obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).

Kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita
bohong, kendala yang banyak dikeluhkan oleh tipe A pada Subdit V Cyber
Crime Polda NTB adalah tidak adanya respon dari pihak platform media
social Facebook. Dimana ketika suatu akun palsu menyebar informasi

berita bohong, Subdit V Cyber Polda NTB kesulitan dalam mencari
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pemilik akun tersebut. Karena tidak adanya respon dari pihak platform
Facebook itu sendiri.
B. Saran

1. Dalam menggunakan media sosial gunakanlah sebaik mungkin dan
apabila ingin menyampaikan informasi sampaikanlah informasi yang
bermanfaat dan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Peningkatan server guna mengurangi keterbatasan selama penyelidikan
sedang berlangsung. Dalam menerima Informasi melalui dunia maya
ataupun dunia nyata kita hendaknya harus terlebih dahulu berhati-hati dan
lebih teliti dalam memilih berita yang belum jelas kebenarannya agar

tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoax).
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Gambar 1. Wawancara dengan bapak Prayit Hariyanto,S.H Penyidik Subdit V
Siber dan bapak | Made Ivan P.N,S.H.,M.I.Kom Penyidik Pembantu Subdit V

Siber Polda Nusa Tenggara Barat
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Gambar 2. Waawaancara dengan bapak | Made Ivan P.N,S.H.,M.l.Kom Penyidik

Pembandu Subdit V Siber Polda Nusa Tenggara Barat..




